
Jurnal Bevinding Vol 01 No 02 Tahun 2023 

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 

1 
 

Perlindungan dan Penanganan Hukum Terhadap Korban Tindak 

Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang 

Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri 

(Studi Kasus Di Polres Wonogiri) 

 
Aisya Ayu Fintinia, Dr. Hanuring Ayu, S. H., M. H., Nourma Dewi, S. H., M. H. 

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Batik Surakarta 

hanuringayu@gmail.com, nourmadewi03@gmail.com  

 

ABSTRACT 

Efforts to protect children have been discussed for quite a long time both in 

Indonesia and internationally. The discussion on this issue will never stop because, 

in addition to being a universal problem, this world will always be decorated with 

children. This discussion about children indicates that there is still affection or love 

between humans, especially parents. Legal protection is slightly different from 

psychosocial protection in that law enforcement officials are required to provide 

various legal remedies to provide a sense of security, both psychological and 

physical, free from interference and threats from any party. Efforts to grant human 

rights to victims that should be protected and protected are carried out so that only 

victims can feel that the law provided guarantees all of their rights, this is what is 

called legal protection. Legal protection for child victims of decency crimes can 

include both abstract (indirect) and concrete (direct) forms. In terms of handling 

criminal acts of sexual intercourse with children, reporting from the community 

plays a very large role, considering that many cases of child sexual intercourse are 

actuated from the community, especially those closest to the victim through the RT 

or local village, this is the starting point for handling criminal acts of sexual 

intercourse. 

 

ABSTRAK 

UpayaIperlindungan terhadapIanak telahicukup lamaidibicarakan baikidi Indonesia 

maupunIdi duniaIInternasional. PembicaraanNmengenai masalahNini tidakIakan 

pernahiberhenti, karenaidi sampingImerupakan masalahIuniversal jugaNkarena 

duniaIini akanIselalu dihiasiNoleh anak-anak. Pembicaraan mengenai anak ini 

menandakanImasih adanyaIkasih sayangIatau cintaIkasih diantaraIumat manusia, 

khususnyaIpada orangItua. Perlindungan hukum sedikit berbeda dari perlindungan 

psikososial yang mana dalam perlindungan hukum, aparatNpenegak hukum 

diharuskanIuntuk memberikanIberbagai upayaIhukum sebagaiIupaya pemberian 

rasa aman, baik psikisimaupun fisik yang terbebas dariicampur tangan dan ancaman 

dari pihak manapun. Upaya pemberian hak asasi manusia atas korban yang 

seharusnya diayomi dan dilindungi dilakukan agar semata-mata korban dapat 

merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan dan menjamin atas keseluruhan 

hak-haknya, inilah yang dinamakan dengan perlindungan hukum. Perlindungan 

hukumMbagi anakMkorban kejahatanMkesusilaan dapatMmencakup bentuk 

perlindunganNyang bersifatNabstrak (tidakNlangsung) maupunNyang konkret 
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(langsung). Dalam hal penanganan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap 

anak, pelaporan dari masyarakat menjadi sangat berperan besar, mengingat banyak 

kasus persetubuhan anak justru dilaporkan dari masyarakat terutama orang terdekat 

korban melalui RT atau Kelurahan setempat, hal ini menjadi titik awal penanganan 

terhadap tindak pidana persetubuhan. 

 

A. PENDAHULUAN 

UpayaNperlindungan terhadapNanak telahIcukup lamaIdibicarakan baikNdi 

IndonesiaImaupun diIdunia Internasional.IPembicaraan mengenaiImasalah ini 

tidakIakan pernahIberhenti, karenaIdi sampingImerupakan masalahIuniversal 

jugaikarena duniaiini akaniselalu dihiasi oleh anak-anak. Pembicaraan mengenai 

anakiini menandakanimasih adanyaikasih sayangiatau cintaikasih diantaraiumat 

manusia,ikhususnya padaiorang tua. 

SegalaIsesuatu yangIberkaitan denganImanusia menjadiIperhatian sebagai 

kelompokIproblematic tersendiri.IManusia yangImenjadi korbanIkejahatan itu 

samaNartinya denganNdirampas hak-hakNasasinya. DalamNbeberapa waktu 

terakhir,Ikasus persetubuhanIdan pelecehanIdi IndonesiaIkian meningkatIdan 

mencuatike publik. Halitersebut menjadikan Negara Indonesia darurat kekerasan 

seksual.IBukan lagiImasalah baru,Imelainkan sudahIsejak lamaIterjadi danIdari 

waktuIke waktuIdapat memakanIkorban semakinImeningkat denganImodus 

operandiIyang semakinItidak berperikemanusiaan. TindakIpidana persetubuhan 

merupakanIsalah satuIbentuk kekerasanIterhadap perempuanIyang merupakan 

contohIkerentanan posisiIperempuan, utamanyaIterhadap kepentinganIseksual 

laki-laki.1 

Pelaku persetubuhan bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan 

ekonomiImenengah atauirendah apalagiIkurang atauItidak berpendidikanIsama 

sekali,Imelainkan pelakunyaIsudah menembusIsemua strataIsosial dariIstrata 

rendahIsampai tertinggi.NKejahatan tersebutIdapat timbulIkarena pengaruh 

lingkunganImaupun latarIbelakang kejiwaanIbahkan karenaIguncangan psikis 

spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Tindak pidana ini dapat dilakukan 

denganImelakukan ancamaan,Ipaksaan, kekerasanIdan bahkanIdapat dilakukan 

denganNmempergunakan zatNkimia yangNdapat menghilangkanNkesadaran 

seseorangIsekaligus menimbulkanIrangsangan seksualItanpa disadarinya. 
KejahatanIkesusilaan secaraIumum merupakanIperbuatan atauItindakan 

melanggarIkesusilaan yangIsengaja merusakIkesopanan danItidak atas kemauan 

siIkorban yaituidengan paksaanidan melaluiiancaman kekerasan. Tindakan yang 

dapatIdikatagorikan sebagaiItindakan yangIdapat melanggarIkesusilaan ialah 

persetubuhan.2 PadaItahap pemeriksaanNterhadap korbanNkejahatan seperti 

korbanIpersetubuhan atauIperkosaan dilakukanIdengan tidakImemperhatikan 

hak-hakIasasi korban. SementaraIitu, padaItahap penjatuhanIputusan hakim, 

 
1 Abdul Wahid dan Muh Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi 

atas Hak Asasi Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 1 
2 Ibid, Hal. 2. 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan Anak, Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak 
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korbanIkembali dikecewakanIkarena putusanNyang dijatuhkanNpada pelaku 

cukupIringan atauIjauh dariImemperhatikanIhak-hak asasi anak.3 

Di Wonogiri, kasus-kasus persetubuhan terhadap anak kian meningkat, 

dikutip dari Gatra.com semenjak pandemic merambak, setidaknya tahun 2021 

kemarin meningkat, hal ini menjadi permasalahan yang sangat perlu 

diperhatikan baik oleh pihak penegak hukum maupun oleh pemerintah daerah 

khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak-anak dibawah umur yang 

menjadi korban tindak pidana persetubuhan, karena dari beberapa kasus yang 

terjadi di Wonogiri, Sebagian besar pelaku dating dari pihak keluarga terdekat 

seperti Ayah Tiri. 

BerdasarkanIlatar belakangIdi atas,Iuntuk mempermudahNpemahaman 

dalamIpembahasan permasalahanIyang akanIditeliti, makaIdapat dirumuskan 

permasalahanIsebagai berikut:  
1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban 

Tindak Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri? 

2. Bagaimana Penanganan Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak 

Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri? 

 

B. METODE PENELITIAN 

PenelitianNHukum EmpirisNadalah suatuNmetode penelitianNhukum yang 

menggunakanNfakta-fakta empirisNyang diambilIdari perilakuImanusia, baik 

perilakuIverbal yangIdidapat dariNwawancara maupunNperilaku nyataIyang 

dilakukanImelalui pengamatanIlangsung. PenelitianIempiris jugaIdigunakan 

untukImengamati hasilIdari perilaku manusiaIyang berupaIpeninggalan fisik 

maupunIarsip.4 

Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

penelitianIdeskriptif. MenurutISukmadinata, penelitianIdeskriptif adalahIsuatu 

bentukIpenelitian yangIditujukan untukImendeskripsikan fenomena-fenomena 

yangiada, baikifenomena alamiahimaupun fenomenaibuatan manusia. fenomena 

ituibisa berupaibentuk, aktivitas,ikarakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, 

daniperbedaan antaraifenomena yangisatu denganifenomena lainnya.5 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. PerlindunganIHukum TerhadapIAnak YangImenjadi KorbanITindak 

PidanaIPersetubuhan diIPolres Wonogiri 

PerlindunganMhukum jugaMIdapat diartikanMpenyempitan dari 

perlindungan,Ndalam halNini hanyaNperlindungan olehNhukum saja. 

Perlindunganiyang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban,Idalam halIini yangIdimiliki olehImanusia sebagaiIsubyek hukum 

dalamIinteraksinya denganIsesama manusiaIserta lingkungannya.ISebagai 

 
3 Dewantara Agung Nanda, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara 

Pidana, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, Hal.54. 
4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Pustaka Pelajar, Hal.280 
5 Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam 

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/ , Minggu, 

29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB. 

https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/
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subyekihukum manusiaimemiliki hakidan kewajibaniuntuk melakukanisuatu 

tindakanihukum.6 Perlindunganihukum dapatidibedakan menjadiidua, yaitu:7 

a. PerlindunganiHukum Preventif 

PerlindunganIyang diberikanIoleh pemerintahIdengan tujuanIuntuk 

mencegahNsebelum terjadinyaNpelanggaran. HalNini terdapatNdalam 

peraturanNperundang-undangan denganImaksud untukImencegah suatu 

pelanggaranIserta memberikanIrambu-rambu atauIbatasan-batasan dalam 

melakukanIsuatu kewajiban; 

b. PerlindunganIHukum Represif 

Perlindunganihukum represifimerupakan perlindunganiakhir berupa 

sanksiIseperti denda,Ipenjara, danIhukuman tambahanIyang diberikan 

apabilaIsudah terjadiIsengketa atauItelah dilakukanIsuatu pelanggaran. 

PerlindunganIkorban dalamIkonsep luasImeliputi duaIhal, yaitu:8 

a. PerlindunganIkorban untukItidak menjadiIkorban kejahatanIatau yang 

identikIdengan perlindunganIhak asasi manusiaIatau kepentinganIhukum 

seseorang. BerartiIperlindungan korbanItidak secaraIlangsung. 

b. PerlindunganIuntuk memperolehNjaminan atauNsantunan hukumNatas 

penderitaanIatau kerugianIorang yangItelah menjadiIkorban kejahatan, 

termasukIhak korbanIuntuk memperolehIassistance danIpemenuhan hak 

untukNacces toNjustice andNfair treatment.NHal iniNberarti adalah 

perlindunganIkorban secaraIlangsung. 

Perlindungan hukum sedikit berbeda dari perlindungan psikososial 

yang mana dalam perlindungan hukum, aparatIpenegak hukumIdiharuskan 

untukImemberikan berbagaiIupaya hukumIsebagai upayaIpemberian rasa 

aman, baik psikis maupun fisik yang terbebas dari campur tangan dan 

ancaman dari pihak manapun. Upaya pemberian hak asasi manusia atas 

korban yang seharusnya diayomi dan dilindungi dilakukan agar semata-mata 

korban dapat merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan dan 

menjamin atas keseluruhan hak-haknya, inilah yang dinamakan dengan 

perlindungan hukum. 

Bantuan yang diberikan kepada manusia yang merasa hak atau 

kepentingannya dirugikan, baik bantuan berupa pendampingan psikososial 

maupun perlindungan hukum sangat membantu mereka yang berposisi 

sebagai korban berusaha untuk dapat kembali kepada keadaan semula dan 

mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya. 

PerlindunganIhukum bagiIanak korbanIkejahatan kesusilaanNdapat 

mencakupNbentuk perlindunganNyang bersifatNabstrak (tidakNlangsung) 

maupunIyang konkretI(langsung). PerlindunganIyang abstrakIpada dasarnya 

merupakanIbentuk perlindunganIyang hanyaIbisa dinikmatiIatau dirasakan 

secaraIemosional (psikis),Iseperti rasaIpuas (kepuasan).NSementara itu, 

perlindunganIyang kongkretIpada dasarnyaImerupakan bentukIperlindungan 

 
6 C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 

Hal 102 
7 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret, Hal. 20 
8 Ibid, Hal. 125 
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yangIdapat dinikmatiIsecara nyata,Iseperti pemberianIyang berupaNatau 

bersifatImateri maupunInonmateri. 

PemberianIyang bersifatImateri dapatIberupa pemberianIkompensasi 

atauNrestitusi, pembebeasanNbeaya hidupNatau pendidikan.NPemberian 

perlindunganNyang bersifatNnonmateri dapatNberupa pembebasanNdari 

ancaman,Idari pemberitaanIyang merendahkanImartabatIkemanusiaan. 

Perlindunganihukum bagiianak korbanikejahatan seksualidalam bentuk 

abstrakiantara lainidiatur dalamiKUHP. Perumusanitindak pidanaikesusilaan 

dalamiKUHP yangIdapat digunakanIsebagai dasarIuntuk menjeratIpelaku 

baik perbuatanIpersetubuhan atauIpencabulan diaturIdalam Bab XIV Pasal 

287, PasalI289, Pasal 290,IPasal 292, PasalI293, PasalI294, Pasal 295,Idan 

Pasal 296 KUHP. TerhadapIpelaku diancamIdengan pidanaIpenjara antara 9 

bulan sampaiIdengan 7 tahunIdan pidanaIdenda antaraIRp.15.000.00 

(limaIbelas ribuIrupiah). 

SelainNitu perlindunganNterhadap anakNjuga menjadiNkomitmen 

pemerintahIyaitu denganIdikeluarkannya PerpuINo.1 tahunI2016 tentang 

PerubahanIkedua UUINo. 2 tahunI2002 tentangIPerlindungan Anak.IDalam 

Perpuiantara lainidiatur mengenaiipidana pemberatan, pidana tambahan, dan 

tindakanIlain bagiIpelaku. PemberatanNpidana berupaNtambahan pidana 

sepertigaIdari ancamanIpenjara palingIsingkat 10 tahunIdan palingIlama 20 

tahun. SelainIitu, ancamanIhukuman seumurIhidup danIhukuman matiIpun 

masuk ke pemberatan pidana. 

SelainNancaman hukumanNuntuk pelaku,Njuga diaturNmengenai 

perlindunganIhukum bagiIanak korbanIkejahatan kesusilaan,Iyaitu UU. No. 

35 Tahun 2014 tentangIPerubahan AtasIUndang-undang Nomor 23 tahun 

2002 tentangIPerlindungan Anak,Iyaitu Pasal 69A, bahwaIPerlindungan 

KhususIbagi anakIkorban kejahatanIseksual dilakukanImelalui upaya: 

1. edukasiItentang kesehatanireproduksi, nilaiiagama, daninilai kesusilaan; 

2. rehabilitasiisosial; 

3. pendampinganipsikososial padaisaat pengobatanisampai pemulihan; dan  

4. pemberianMperlindungan danMpendampingan padaMsetiap tingkat 

pemeriksaanMmulai dariMpenyidikan, penuntutan,Msampai dengan 

pemeriksaanIdi sidangIpengadilan. 

 

2. Penanganan Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana 

Persetubuhan di Polres Wonogiri 

PelecehanIseksual terhadapIanak adalahIsuatu bentukIpenyiksaan anak 

diImana orangIdewasa atauIremaja yangIlebih tuaImenggunakan anakIuntuk 

rangsanganIseksual. BentukIpelecehan seksualIanak termasukImeminta atau 

menekanIseorang anakIuntuk melakukanIaktivitas seksualN(terlepas dari 

hasilnya), memberikanIpaparan yangItidak senonohIdari alatIkelamin untuk 

anak,Imenampilkan pornografiIuntuk anak, melakukanIhubungan seksual 

terhadapIanak-anak, kontakIfisik denganIalat kelaminIanak (kecualiIdalam 

konteksNnon-seksual tertentuNseperti pemeriksaanNmedis), melihatNalat 

kelaminIanak tanpaIkontak fisik (kecualiIdalam konteksInon-seksual seperti 

pemeriksaanImedis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi 

anak. 
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KepolisianIRI merupakanIinstitusi yangImemiliki wewenangIsecara 

langsungIdalam penegakanIhukum terhadapIsemua tindakIpidana, termasuk 

jugaItindak pidanaIpencurian denganIkekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi 

kepolisianIsebagai penegakIhukum, pemeliharaanIkeamanan danIketertiban 

masyarakatiserta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta 

penegakanIhukum. PadaIpasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2002 tentangIKepolisian NegaraIRepublik IndonesiaIsecara tegas 

dinyatakan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. 

SehubunganIdengan perannyaIdalam penegakanIhukum, makaIkepolisian 

melaksanakanIberbagai kegiatanIpenting, yaitu: menerimaIpengaduan dari 

masyarakat, melakukanNpenyidikan, yangNkemudian dilanjutkanNdengan 

pelimpahanIberkas kepadaIjaksa penuntutIumum untukIditeruskan dalam 

pemeriksaanIperkara diIpengadilan. 

Kepolisian Resor Wonogiri selalu dalam kondisi siap menerimaIdan 

meresponIsetiap pengaduanIyang datangIdari masyarakatImengenai tindak 

pidana persetubuhan kepada anak. Polisi harus sigap dan cepat dalam 

menangani kasus seperti ini Karena hubungannya dengan kondisi psikis 

korban, karena pada umumnya pelapor adalah orang terdekat korban yang 

pertama kali mengetahui persetubuhan tersebut terjadi. 

Sama halnya dengan contoh kasus yang ditangani oleh Polres 

Wonogiri, yaitu kasus Nima Saifulloh yang menyetubuhi anak tirinya, 

pelapor merupakan orang terdekat korban dan merupakan saudara dari teman 

curhat korban, itu artinya Kepolisian sebagai penegak hukum sangat 

bergantung pada peran masyarakat dalam hal-hal seperti ini, tujuannya untuk 

menjangkau kasus-kasus yang tidak mungkin diungkap oleh kepolisian 

sendiri melainkan sebagian besar ada campur tangan masyarakat. 

ProsesIpenyidikan terhadapItindak pidanaIpencurian dengan kekerasan 

selaluIdiawali denganImelakukan pemeriksaanIterhadap laporanIserta bukti-

bukti pendahuluan yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini 

penyidikIharus bertindakIhati-hati denganImempelajari perkaraIsecara hati-

hati, sehinggaidapat dirumuskanilangkah terencanaiuntuk mengungkap kasus 

secaraituntas danicepat sertaimenangkap pelaku. Dalamihal ini, laporaniatau 

pengaduanIdari korbanIatau keluargaIkorban menjadiIbahan pertimbangan 

utamaNuntuk dipelajariIuntuk merencanakanNlangkah-langkah apaNyang 

diperlukanIdalam penyidikan. 

Dalam perkara pidana persetubuhan kepada anak, seringiterjadi bolak-

balikIberkas dariIpenuntut keIpenyidik, dimanaIpenyidik dimintaNuntuk 

membuatNberkas perkaraNmenjadi lebihNlengkap. SebenarnyaNmenurut 

penyidikIbahwa berkasIsudah sudah lengkapIatau sudahImemenuhi syarat, 

tetapiipenuntut kadang menganggapnya belum lengkap. Tetapi pengembalian 

berkasiyang demikianiselalu disikapiidengan baikidan positifisebagai upaya 

agariperkara menjadiilebih kuat untuk dipertanggugnjawabkan di pengadilan. 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak 

Pidana Persetubuhan di Polres Wonogiri – Perlindungan yang diberikan 
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kepada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan di Polres 

Wonogiri berupa perlindungan hukum dan perlindungan psikososial, 

perlindungan hukum yaitu jaminan perlindungan hak-hak anak dna 

pendampingan hukum agar anak mendapatkan keadilan hukum dengan 

dipidananya ayah tiri si anak yang telah melakukan pelecehan seksual 

terhadapnya, termasuk perlindungan dari intervensi pihak-pihak yang 

dirasa dapat menganggu proses hukum. Kemudian untuk perlindungan 

yang diberikan berbentuk psikososial adalah pemeriksaan hukum yang 

dilakukan dengan cara yang ramah anak dan juga pemberian pendaping 

psikis si anak, hal ini karena perbuatan pelaku sangat beresiko dapat 

merusak kondisi psikis anak sehingga kepolisian perlu bekerja sama 

dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas lain dalam hal 

pendampingan secara psikososial agar psikis anak dapat dipulihkan. 

b. Penanganan Terhadap Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana 

Persetubuhan di Polres Wonogiri – Dalamihal penanganan terhadapitindak 

pidanaIpersetubuhan terhadapIanak, pelaporan dari masyarakat menjadi 

sangat berperan besar, mengingat banyak kasus persetubuhan anak justru 

dilaporkan dari masyarakat terutama orang terdekat korban melalui RT 

atau Kelurahan setempat, hal ini menjadi titik awal penanganan terhadap 

tindak pidana persetubuhan, Polres Wonogiri kemudian dapat melakukan 

penyelidikan dan penyidikan sebagaiItindak lanjutIdari laporanIyang 

dibuatIoleh masyarakat tersebut, dengan yang dilakukan pertama adalah 

mengamankan korban sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada 

anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, kemudian 

penyidikan akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

korban memastikan korban tidak terancam dan juga mendapatkan 

pendampingan terutama psikososial, barulah melanjutkan proses hukum 

terhadap pelaku dengan sesegera mungkin. 

 

2. Saran 

a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia Khususnya Polres Wonogiri, untuk 

senantiasa melakukan penyuluhan kepada masyarkat terkait bahayanya 

dan pentingnya peran serta masyarakat dalam hal pengawasan terjadinya 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena anak merupakan masa 

depan bangsa, serta senantiasa memberikan perlindungan hukum dan 

pendampingan kepada korban tindak pidana persetubuhan dengan 

maksimal agar anak merasa terlindungin dan dapat kembali pulih seperti 

sediakala kondisi psikisnya.   

b. Bagi masyarakat, untuk senantiasa ikut berperan serta dalam mengawasi 

dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan serta mengarah 

terhadap adanya tindak pidana pencabulan, pelecehan seksual dan/atau 

persetubuhan yang mengarah kepada anak-anak, karena dengan adanya 

peran serta masyarkat kita dapat mencegah dan menindak tindak pidana 

tersebut. 
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